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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena reformasi

NeTinls Nsal Kepads |

implementas

Ul No.22 tal

UU it diganti dengan UL No. 32 tahur 4 tentang Pemerintaht Daerah, yang
didalamnya terkandung perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Di dalam UU ini juga diatur secara jelas tentang pelimpahan wewenang dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dibarengi dengan pelimpahan keuangan
dari pemerintah pusal ke pemerintah daerah.

Seperti yang dissmpaikan di atas, ditegaskan juga di dalam Keputusan Menteri




Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur

Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain,

pasal | avat 1, vang berbunyi “Daerah Qiénomiy, selanjutnya disebut Daerah, adalah
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merupakan
daerah untuk m
sampai pada imp
otonomi adalah
mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi.

Kabupaten Lembata sebagai daerah otonom memberlakukan Simpatda guna
menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan, pembangunan, dan
retribusi daerah sehingga dapat terta dengan rapih sampai sejauh mana PAD dapat

dicapai. Hal tersebut diatur juga dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten




Lembata Nomor & Tahun 2012 dan Perda Nomor 6 Tahun 2020. Bapenda Kabupaten

Lembata ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lembata untuk mengelola pendapatan

dikomunikasikan secara je St a implementor
kekurangan sumber dava untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan
dengan efektif. 3). Disposisi melihat watak atau Karakteristik yang dimiliki oleh
pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik.
4). Strukour Birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam

implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi merupakan vang




bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan

kebijakan.

Simpatda merupakan system info vang dapal membantu mengelola

PAD meg / f\

pelaksanaan, dan pengenda sarkan hal tersebut
penelitian vang i %‘ )
" Q,?’ 3

informasi  dasar perencanaan,

diberikannya kom
Nusantara Jaya. Keberadaan Apotek dan percetakan yvang dianggap mati suri,
schingga keberadaan dua unit ini belum memberikan kontribusi PAD secara
maksimal. Selain itu juga foktor kurang efektif dan efisien target. 3). Analisis model

implementasi  kebijakan  peningkatan  pendapatan  asli  daerah,  dalam

perkembengannya belum memperoleh keuntungan yang signifikan. yang dibawah




standar minimal ini, direksi Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang

diharapkan perlu melakukan langkah misalnya menyusun dan melaksanakan strategi
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jawan (2018),
tentang Analisis h menyatakan
bahwa 1), Pendapatan Asli Dacrah (PAD) Kabupaten Ciamis priode tahun 2013
sampai dengan priode tahun 2017 dari sektor pariwisata mengalami kenaikan dan
penurunan atau bersifat fuktuatif. 2). Implementasi Sistem Informasi Manajemen

(SIM) cukup berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Ciamis priode tahun 2013 sampai dengan priode tahun 2017 dari sektor




Pariwisata. 3). Faktor pendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata, vaitu kelengkapan infrastruktur objek

wisata, akses jalan menuju lokasi objek wigtiahdan atraksi pariwisata.

AN

Secara teoritik Situmoyz a_implementasi kebijakan

VIOV

diberikan oleh
diberikan kepada
PAD penting artinya bagi suatu pemerintah daerah agar memiliki keleluasaan
vang lebih dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari maupun pembangunan
vang ada di wilayahnya. Sedangkan dalam Simpatda adalah Software yang
diperuntukan bagi pemerintaban. guna menunjang kinerja yang berhubungan

dengan pendapatan pajak & retribusi daerah sehingga dapat tertata dengan rapih




sampai sejauh mana PAD dapat dicapai. Simpatda merupakan sistem informasi

vang dapat membantu mengolah informasi dasar PAD menjadi bentuk-bentuk
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Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah™ dan ayat 5. berbunyi *Unit
Kerja Terkait (UKT) adalah Dinas/Unit/Satuan Kerja yang mengelola sumber-
sumber pendapatan daerah, baik keseluruhan maupun sebagian. dibawah dan
ataud diluar Dinas Pendapatan Daerah”, Berdasarkan dasar hukum yang ada,

Bapenda Kabupaten Lembata selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan




Anggaran  Pendapatan  Asli  Daerah  berkewajiban untuk terbuka dan

bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu

bentuk tanggungjawab tersebut di nggm menyediakan informasi

pendapatan yang komprehensi

tahun 2020 ake
juga Ketua Tim
saat memebawakan materi pada musrenbang tingkat Kabupaten Lembata
melalui konferensi video di Kuma Resort. la mengatakan, realisasi PAD
Kabupaten Lembata baru mencapai 4.5 persen dari target Rp100 miliar. Dengan
kondisi saat ini dimana anggaran dipangkas untuk penanganan corona. maka

asumsi makro dan mikro dalam RPJMD Kabupaten Lembata dengan sendirinya




tidak akan tercapai. “Sedangkan angka kemiskinan saat ini 26 persen dan di

targetkan di tahun 2021 akan turun menjadi 22.31-22.68 persen. Tapi hal ini

tentunya sangat sulit dicapai karena dng@aran untuk memicu pertumbuhan
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dapat diidentifikas

1. Bagaimana proses komunikasi, sumber daya. disposisi dan sturktur
birokrasi yang berlangsung dalam implementasi kebijakan Simpatda di
Bapenda Kabupaten Lembata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi




Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) di

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata. dan tujuan dari penelitian yang

dilakukan adalah sebagai berikut:

daya. disposisi. dan

f
‘ -’ \\\ u’l ,,/
’ x\\i\\\
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diharapkan ‘dap: B dapat menjadi
bahan tambahan pengembangan wawasan di bidang IImu Adaministrasi
Publik secara umum dan secars khusus dalam bidang pelaksanaan
Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata. Penelitian ini. diharapkan
akan memberikan sumbangan ilmu serta dapat dijadikan bahan tinjauan

awal untuk melakukan penelitian serupa dimasa yang akan datang. yaitu
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den_gan mengetalmui gejala-gejala baik  hambatan. tantangan. dan

ganguan dalam proses pelaksanaan penelitian.

3. Bagi kegunaan praklis, yailu m i pelaksanaan Simpatda diharapkan

Y/

Instansi Bapenda

khususnya dalam




BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penenitian Terdahulu

Penelitan  terdahulu wjukan peneliti dalam

I.'aelaksanakan peneli \" Ik € aliti unpa id /”44
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maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.

Hasil penelitian menunjukan bahwa 1). Proses implementasi kebijakan
peningkatan potensi pendapatan asli daerah dengan cara peningkatan kualitas
SDM, mengoptimalkan strategi promosi pariwisata dengan membuka sebuah
kantor penerangan pariwisata atau TIS (Towrist Information Service) yang

digunakan untuk memperkenalkan obyek wisata. menyusun dan melaksakan

12
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strategi pendayungan aset agar menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi.

melakukan perbaikan atau penambahan sarana prasana di Unit Usahanya,

lain: masalah beluy pengelolaan  pemandian

A<AS MUH4 A» N
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memiliki tingk:

2. Gita Adriyanti. 2016. “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen
Pendapatan (SIMPAT) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi
pada Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang)".

Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah otonom memberlakukan sistem
pungutan pajak daerah yang terdiri dari berbagai macam jenis pajak daerah,

salah satunva adalah Pajak Restoran, Pajak Restoran ini (juga bersama Pajak
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Daerah lainnya) diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 201 1. Badan

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang ditunjuk oleh

Pemerintah  Kabupaten Deli  Serdadg “mntuk mengelola pendapatan yang

bersumber dari pajak daeral

Dari hasil anglisis
. /j ‘\‘

penelitian 2 st

)

111777/
N8 .*\\:\;}:%\.F’.;"{‘//éa’w’
1 leriaksar b {’:& Z

S5

’,

) o

I

S

ipaten Clamis

aten Pangandaran,
vakni menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di sektor pariwisata
yang dibuktikan dengan adanya website resmi Dinas Pariwisata Kabupaten
Ciamis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan

sebagai berikut: 1), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis priode
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tahun 2013 sampai dengan priode tahun 2017 dari sektor pariwisata mengalami

kenaikan dan penurunan atau bersifat fluktuatif. 2). Implementasi Sistem

Informasi  Manajemen  (SIM) dp. berpengaruh  dalam  meningkatkan
Pendapatan Asli Daecrah ,. 3 riode tahun 2013 sampai
dengan priode tahun 2017 fakior pendukung dalam

RGN RIL=dd

kebijakan pub
dan akibat-akiba

Kebijakan ‘ entuk kebijakan
vang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan
faktor- faktor bukan pemerintah. Robert Evestone sebagaimana dikutip Leo
Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan
antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan

bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa
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vang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, vaitu:

. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami.

N

karena maknanya ad o dikerjakan untuk mencapai

LITTYIERNY et Ata AL T Ll 1)

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan

publik adalah serangkaian keputusan kebijakan yang diambil scorang atau
sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam

masyarakat.

Sedangkan, Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar
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sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh

Winarno. menjelaskan bahwa implementasi  kebijakan  adalah  implementasi

@AKAS

Qe ‘q$
\\\\ ‘I”y////

\\\‘ : A‘\\ ,‘ Wfﬂ

l

kebijakan tersebut
yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama
langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui
formulasi kebijakan.

Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka Edward 111 mengemukakan

beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi. yaitu:



I, Comunication {Komunikasi)
Resources (Sumber Daya)

2
3. Disposition (Disposisi)

4, Bureaucratic Structur (8

51\3 MUHA/{

\$ P“KA St. A
\\\\\hhh//// ~1-, Yy

A’
/
//”
-

sumber dava
daya informasi d
vang dimiliki oleh | s tmen, kejujuran,
dan sifat demokratik.

Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat tiga macam elemen yang dapat
mempengaruhi disposisi antara lain, tiga elemen yang dapat mempengaruhi disposisi.
yaitu: pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and

understanding) terhadap kebijakan, arah respon mercka apakah menerima, netral
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atau menolak (acceprance. neutrality, and rejection). intensitas terhadap kebijakan,

(Van Meter dan Van Horn dalam Widodo,2007: 105). 4) Struktur birokrasi

Sumber-sumber kebijakan
Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana

Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan

Sikap para pelaksana, dan

Lingkungan Ekonomi. Sosial dan Politik (Meter dan Horn dalam
Wahab, 2004:79),
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Berdasarkan definisi vang di paparkan oleh beberapa pakar, dan juga tigkat

keberhasilan implementasi kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi

kebijakan publik adalah tindakan-ting r/\t dilakukan organisasi public yang

diarahkan untuk mencapai dalam keputusan-

Nl

\ARES\
N il
baik fis i e AT

[

. L " T 3 SO
\anta secara harm onis Untk mencapai suatu tvjuan
(¥

sebagai hal(RETL I f/gl&qv {
< 7

fisik maupun nor : ng.berh ’

rmasi yang berarti n bers : stem informasi
merupakan komponen-komponen vang saling berhubungan dan bekerja sama untuk
mengumpulkan, memproses. menyimpan dan mendistribusikan informasi tersebut
untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi dan pengendalian.
Secara  etimologi, management (di  Indonesia diterjemahkan  sebagai
manajemen), berasal dari kata manus (tangan) dan ugree (melakukan), yang setelah

digabung menjadi kata manage (bahasa Inggris) berarti mengurus. Adapun
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pengertian manajemen menurut Moenir, H.A.S, adalah sebagai berikut manajemen

adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing suatu kegiatan

lain dalam rangka pencap

kebutuhan operasi (

Sedangkan menurut Sondang Sigian, sistem informasi manajemen adalah
sebagai berikut. Sistem Informasi Manajemen SIM adalah pendekatan yang
terorganisir dan terencana untuk memberikan eksekutif bantuan informasi yang teat
vang memberikan kemudahan bagi proses manajemen, (Siagian, 2006:45).

Jadi dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah



2

sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis vang meliputi

pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen

Dalam Negeri

(Kepmendagri) Nomor 43 Tahun 1999 berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor |8 Tahun 1997.

Dari pembahasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa. Sistem
Informasi Manejemen Pendapatan Daerah (Simpatda) adalah Sofrware  yang

diperuntukan bagi pemerintahan, guna menunjang kinerja yang berhubungan dengan



pendapatan dan retribusi daerah sehingga dapat tertata dengan rapih sampai sejauh
mana PAD dapat dicapai. Simpatda merupakan sistem informasi yang dapat

membantu  mengolah  informasi cnjadi bentuk-bentuk peralatan

untuk menjalanka

(Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102),

Jadi dapat dikatankan bahwa implemtasi kebijakan Simpatda ialah sebuah
software yang dipergunakan dalam membantu pengelolaan PAD.

Penelitian ini di lakukan di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Lembata untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi  Manajemen



Pendapatan Daerah (Simpatda) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
Maka dari itu peneliti menggunakan teori implemtasi kebijakan vang

rdu‘i dari empat indikator yakni

dikemukakan George C. Edward

Komunikasi, Sumberdava, Disp

\\ \\\| ] h////

"'KAAN DP\‘ '

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatil
sekaligus guna memilih data vang relevan dan mana yang tidak relevan.
Penelitian ini difokuskan:

l. Untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi yang berlangsung

dalam implementasi kebijakan Simpatda di Bapenda Kabupaten

Lembata




2 Untuk mengetahui bagaimana sumber daya vang dapat menentukan

keberhasilan implementasi kebijakan Simpatda di Bapenda Kabupaten

[.embata

sana  (disposisi) terhadap

2. Sumber Dava merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap

terlaksanakanva keberhasilan terhadap suatu implementasi. Sumber daya
yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat terwujud. seperti
sumber daya manusia. sumber daya anggaran. sumber daya peralatan,

dan sumber dava informasi dan kewenangan itu semua diperuntukan
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untuk mendongkrak mencapai implementasi kebijakan Simpatda di

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata. Sumbar daya yang

berada pada Bapenda Kabup@ig embata cukup memehuni untuk

terealisasinya Sim 3 SBM memang masih sangat

dlhutu!ﬂcan '( PS M U HA

orang

/A(Qis ik AKAS

J«Uwg \\\\

‘{ //'ms\‘\\\}
bz

SOP sesuai dengan bidang keahlian, vang sudah diatur dalam struktur

birokrasi instansi tersebut,



BAB 111
METODE PENELITIAN

19X

By, =L\
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Berdasarka

metode penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang berlangsung atau

yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data
atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang
diteliti, kemudian peneliti mengembangankan konsep dan menghimpun fakta

tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis,

Melihat penjelasan di atas. maka pendekatan yang digunakan adalah
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kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara.

Menurut Sugivono. metode penelitian kualitatif adalah “Metode penelitian yang

I

"““wJ

///Ilm l\\\\
s

penentuan info
Pendapatan Daere
Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengawasan dan Bidang Pajak PBB P2
dan BPHTB.
D. Teknik Pengumpilan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian

ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian., yaitu:
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1. Studi Pustaka (Library Research)

Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan

membandingkan sumber kcpus tuk mempmleh data yang bersifat

teoritis. Peneliti berusaha L

dengan cara seb
a Observasi (Observation)
Pengumpulan data dengan mengamati secara langsung keadaan
instansi atau lembaga dengan segala aspek kegiatan yang

berhubungan dengan penelitian. Observasi dilakukan peneliti

terhadap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata .
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b, Wawancara {fmzn'rffw)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan

pertanyaan langsung oleh wancara kepada responden. dan

jawaban-jawaban

"-“‘ DT ’
N\t
2,
SRR
be \ % :
rartt p
A
Research), Oy

Analisa data merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan

atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan
bagian-bagian atau hubungan antara bagian dalam keseluruhan. Peneliti dalam

menganalisis data. yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terlebih dahulu

sebelum diinterprestasikan artinya data diproses terlebih dahulu.
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Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiono dalam bukunyva Memahami

Penelitian Kualitatif menyebutkan ada tiga unsur dalam kegiatan proses analisa

data, sebagai berikut:

1. Data Reducation (Red

diinterprestasikan. Disamping itu data yang didapat akan lebih lengkap. lebih
mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.
F. Teknik Pengabsahan

Pengabsahan data vakni sebuah data yang telah dijamin bahwa semuanya

telah diamati dan diteliti penelitian dengan data vang sesungguhnya ada dan
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memang benar-benar ada yang dimana penelitian dilakukan untuk memelihara

dan menjamin bahwa data tersebut benar. Sebagaimana vang dikemukakan

\\\\\\.m,//
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Triangulasi vang atas dasar penempatan waktu penelitian yang tepat. yang

didasari dengan kondisi peneliti dalam proses penelitian.




BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Letak Geografis Kah

s

-

Jy

. »
| MRAAN e

Daerah yaitu PD Purin Lewo. :
Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Lembata. sebagai berikut ;
I. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Alor
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Boleng dan Selat Lamakera

Berdasarkan Unﬂmgmn;iangkepublik Indonesia (UL) Nomor 52 Tahun

33




1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata, wilavah administrasi

Kabupaten Lembata terdiri dari sembilan (9) kecamatan. tujuh (7) kelurahan dan

seratus empat puluh empat (144).

2. Kependudukan

Berdasarkan data B

::::::

anggota rumah 1
penduduk menurut sekitar 35,00
persen berada diusia 0 - 14 tahun , 54.2 persen pada kelompok usia produktif
anatara 15 — 60 tahun 8.40 persen dan kelompok usia tua dengan klasifikasi umur 60
tahun keatas dan beban tanggungan lainnya sebesar 2,4 persen.

Selanjutnya data jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada

Tabel 4.1 dibawah ini
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Tabel 4.1
Data Penduduk Kabupaten Lembata menurutienis Kelamin Tahun 2020 berdasarkan
data Statisti

-
2 e

14 Tahun adalah se
% dan kelompok usia tua 65 tahun keatas adalah 7.33 %. Data jumlah penduduk

menurut kelompok usia berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.2

dibawah ini :
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Tabel 4.2
Data Penduduk Kabupaten Lembata menug

Usm Tahun 2020 berdasarkan data

Statistik

Kelompok Umur

0-4

S u/ l/
W\ "l .

3 ) | ‘s /
Ml = =

7.427
6.972
6.270
4.978
3952
2.883
75+ 213 | 2 3454
Total 66.792 74.598 141.390
Sumber data | Kabupaten Lembata dalam Angka Tahun 2021

3. Perekonomian
Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) merupakan indicator utama

perekembangan ekonomi suatu daearah/wilayah. PDRB adalah nilai tambah lebih




LI PERPusrmiﬂ
JVISHUH MAKASSAR

untuk seluruh barang atau jasa yang tercipta atau dihasilkan diwilayah domestic

suatu wilayah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode

tertentu tanpa memperhatikan factor pre ang dimiliki oleh residen atau non
residen,

Perkembangan peréko { lergantung pada potensi

‘‘‘‘‘‘‘

2020
A 9 0,13
B Pertambangan dan Penggalian 760 [423 [3.30 |1.52
C Industri Pengolahan 565 |448 |72 |-1.29
D Pengadaan Listrik dan Gas 117 | 13.36 | 0,90 | 1628
E Pengadaan Air.Pengelolaan Sampah, Limbah | 1.64 [4.72 [ 4.18 | 1.70

dan Daur Ulang

F Konstruksi 8.35 854 |[640 |-11.79
G Perdagangan Besar dan Fceran : Reparasi | 5.01 |7.22 |727 |-9.88
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Mabil dan Sepeda Motor

Transportasi dan Pergudangan 448 | 559 445 | -10.5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Mi 8.24 1,11 | 7.53 |[-25,03
Informasi dan Komunikasi :

Y
b \“AKASS 4
\\\\\“'h///

‘/ ‘\\“ Nk ’0/
\/ _/"}.

kewajiban daerah tersebt

Perkembangan  pendapatan  pemerintah  Kabupaten  Lemabata dalam
penggunaan Simpatda sebesar 20% - 30%, itulah yang disampaikan oleh Benyamin
Reha. SP selaku Sekertaris Bapenda Kabupaten Lembata. Yang dalam wawancara
mengatakan bahwa :

“Dalam penggunaan Simpatda ini, pendapatan daerah
Kabupaten Lembata meningkat atau naik sebesar 20% -
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30%. Walaupun dalam targetnya yakni 100 Miliar belum
tercapai. (Hasil wawancara pada 22 Maret 2021)".

Berikut realisasi pendapatan pemerigtah Kabupaten Lembata menurut jenis

Realisasi Pendapatan P,

/",. e

\\\\d\‘llhl///
\ \»_ o/ //

Lain-lain

yang Sah

2 Dana =
Perimbangan

2.1 Bagi Hail Pajak 8.899.103.21 8.127.528.00 7.201.336,00 -

2.2 Bagi Hasil Bukan | 679.865.10 994.581.00 - -
Pajak

23 Danma Alokasi | 462.207.950.00 | 466.007.663.00 | 487.100.063,00 | -
Umum

24 Dana Alokasi | 92.341,728,72 | 162.690.096.00 | 198.762.603,00 |-




3.1
32
33

34

35

3.6

Khusus
Lain-lain 129.484.883,63 | 125.804.497,00 | 167.544.475.00 | -
Pendapatan yang
Sah

Pendapatan Hibah | - 19.027.396,00 -

Kabupaten Lembata mempunyai visi dan misi untuk dapat mercalisasikan

tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran dari visi dan misi Kabupaten Lembata yakni
dava saing dan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Adapun visi dan misi dari
Kabupaten Lembata adalah sebagai berikut :

Visi 1 “Terwujudnyva Lembata yang produktif _dﬂﬂ'.hﬂl‘dﬂfﬂ‘ saing untuk

kesejahteraan rakyat berkelanjutan™




a1

Misi
a. Peningkatan kualitas pendidikan, dan pendekatan pelayanan
kesehatan. serta optimalisasigperan pemuda dan perempuan dalam

sRatan sadar hukum masvarakat.

terjadi dikarenakan adanya Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi
dan Prangkat Pemerintahan Daerah. Bapenda Kabupaten Lembata sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020, berkedudukan sebagai

unsur pelaksana di bidang Pendapatan Daerah.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan urusan




pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembatu di bidang
pendapatan daerah, sedangkan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah yaitu:

Menyusun Rencana
Pemerintahan Daerah

g F
;ii.\;""\'u Eh,";/

7
S Yo ////

~

‘:_‘:-‘:‘L
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Gambar 4.1
Struktur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN - SE
FUNGSIONAL " P\S A ClHAN,.
\ ./ A~ "’@ . \ N
r\r\o )
Nl “n , \W
, : m i
\\\\All".llll
Bidang Penge ak
Pendapatan dan F
1]
Sub Bidang Peréneas .
Data dan Infor z’l"l ;ll\\\\tt
] Pendapatan Dae W

Pengembangan
=i Pendapatan

sub Bidang Evaluasi
dan Pelaporan

L Sub Bidang Pengawasan
dan Evaluasi Pendapatan

LUPTD

7. Iklim

Iklim di Kabupaten Lembata adalah tropis dengan musim kemarau vang

panjang rata-rata 8 — 9 bulan dan musim hujan yang relatif singkat rata-rata 3-4




bulan.

B. Hasil Penelitian

kebijakan dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja kebijakan tersebut.
Komunikasi. merupakan syarat pertama bagi keberhasilan implementasi
kebijakan. dimana para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka
lakukan, Sehingga proses komunikasi antara aparat pelaksana kebijakan

Simpatda dalam pengelolaan PAD di Bapenda Kabupaten Lembata dapat




berjalan dengan baik dan lancar,

Pada wawancara dengan Benediktus Leuobi, S.Sos selaku Kepala

komunikasi vaitu selurul ape ap ;
Lembata pada khususnya dmgan maksud untu]-:
memberikan pemahaman tentang materi komunikasi
kebijakan pelaksanaan Simpatda dalam peningkatan
PAD Kabupaten Lembata. (Hasil wawancara pada 22
Maret 2021)".

Hal yang sama disampaikan informan yang ada diatas bahwa. dalam

pelaksanaan kebijakan Simpaida di Bapenda Kabupaten Lembata mengenai
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komunikasi itu melibatkan seluruh staf aparatur yang ada. Sehingga dalam

penerapannya bisa berjalan secara efektif dan efisien dan terwujudnya

supaya tujuan untuk perubahan ke arah yang lebih baik dan dapat tercapai.
Peranan komunkasi sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan
Simpatda dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Selanjutnya hal yang sama mengenai komunikasi disampaikan juga oleh

Laurensius K. Belawa, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan dan
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Pengawasan dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Komunikasi vang dimiliki oleh Bapenda Kabupaten
Lembata dalam prosesnya didasarkan pada struktur
birokrasi yang teratur, «fimana, proses komunikasi
: 7 N\ 2
merupakan salah s / penentu  keberhasilan
Simpatda. Mela Bt

lebih jelas pada ha

a. Kejelasan  Informasi Dalam Implementasi Kebijakan Sistem
Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) Pada Badan
Pendapatan Dneﬁth (Bapenda) Kabupaten Lembata.

Komunikasi dalam  implementasi  kebijakan Simpatda  untuk

meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah. Penyampaian informasi

vang jelas. mudah dimengerti dan mudah dipahami yang dilakukan Bapenda
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Kabupaten Lembata ditujukan kepada sasaran vang tepat, vaitu masyarakat

atau organisasi-organisasi lain. Keberhasilan suatu produk kebijakan dapat

Penyampaian

>
/'{o« pS MU HA/:

A0

// J«g mp \\

fil bl

informasi me
Simpatda di Bapenda Kabupaten L.embata dapat meningkat.

Berdasarkan keterangan dari Anastasia F. Atawolo. SE selaku Kapala
Bidang Pajak PBB P2 dan BPHTB Bapenda Kabupaten Lembata.

mengatakan bahwa:

“aparatur mengetahui proses penyampaian informasi
tentang prosedur dan pengelolaan pendapatan daerah
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melalui Sistem Informasi Pendapatan Daerah karena
sistem tersebut mudah dimengerti. Proses komunikasi
yang berlangsung antara aparatur pengelola pendapatan
daerah cukup transparandpenyampaian informasi lewal
Sistem Informasi Peg safan Dacrah lebih jelas. mudah

'4’ i \\\\\“":///
|/ ‘\\\‘ \M‘ u/ "//

ko

pendapatan dacrah tersebut, dan dalam pelaksanaan kebijakan Simpatda ini
telah memberikan banyak peningkatan dalam pengelolaan pendapatan
daerah yang di tuangkan kedalam PAD Kabupaten Lembata.

Dalam wawancara terhadap Benyamin Reha. SP selaku Sekertaris
Bapenda Kabupaten Lembata mengatakan bahwa:

“Komunikasi ke bawah ini terjadi jika pimpinan dalam
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hal ini Kepala Bapenda Kabupaten Lembata melakukan
kegiatan alih pesan kepada bawahan secara terstruktur
dan tidak insidental. Tujuannya adalah membantu
mengurangi terjadinya - agar dapat manumbuhkan
suasana kerja vang aks

|angsung menin

ms serta keuntungan
\n. 0217,

\ WDkl 8 /lf ivasi bawahan
7 WSS ~/<\

\\\\“"'yl//
\a\- 'AAH/_ .,// .

\;..

\\\\\

informasi ini dapat dikatakan sudah baik. karena dalam pelaksanaan
Simpatda sangat membantu pekerjaan mereka. terutama dalam hal
komunikasi Simpatda merupakan alat vang dapat mempermudah komunikasi
antara sub-sub bagian dalam mengelola pendapatan daerah, dimana bila

dibandingkan dengan proses komunikasi sebelum pelaksanaan kebijakan

Simpatda. yang lebih dikenal dengan nama Mapatda (Manual Pendapatan
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Daerah).
b. Konsistensi Penyampaian Informasi Data Dalam TImplementasi
Kebijakan Sistem Informasic Manajemen Pendapatan Daerah

(Simpatda) pada Bads pat Daerah  (Bapenda)
Kabupaten Lembs

\\\\ 11177777
N\t

e
L 1A ]
----------

erkait  dengan
penggunaan teknologi telematika secara luas.

Sehingea keberadaan Simpatda tidak diragukan lagi dan tentunya
dalam pelaksanaan Simpatda juga sesuai berdasarkan peraturan-peraturan

yang ada sehingga dapat dipertanggung jawabkan dalam konteks penrapan e -

Government. Bapenda Kabupaten Lembata dalam melaksanakan kebijakan




Simpatda berdasarkan peraturan-peraturan vang berlaku, sehingga tidak
menyimpang dari peraturan—peraturan vang dijadikan landasan hukum

a tersebut. dimana konsistensi

diadakannya secara

. bperator vang
menjalankan Simpatda tersebut akan selalu melakukan pemasukan data
(entry data).

Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Lembata  dalam
mengimplementasikan Simpatda diwujudkan melalui adanya komponen

yang berupa aplikasi informasi manajemen pengelolaan pendapatan daerah
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dari sektor pajak/retribusi daerah sampai sejauhmana PAD dapat tercapai.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata dalam melaksanakan

kebijakan Sistem Informasi Manaj

peraturan-peraturan ya

peraturan—peraturan (Va

Pendapatan Daerah berdasarkan

lidak  menyimpang  dari

Sistem Informasi Pertes
T R
&
‘%'\ I 0!~ \w“: \ “!’. ,’
'~ \\LLLET7//
\r \\\§ - y//é///
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landasan hukumnya akan terarah dan tetap konsisten.

¢. Proses Transformasi Dalam Implementasi Kebijakan Sistem

Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) Pada Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata,

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran temang tata cara

penvelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses




pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh

semua pihak yang membutuhkan. Agar mudah diketahui. dipahami dan

Penvaluran komunikasi oleh Bapenda Kabupaten Lembata dalam
Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah
melalui Simpatda akan dapat menghasilkan suatu pelaksanaan yang baik
apabila penyampaian informasi tersebut dilakukan sesuai dengan yang telah

direncanakan. Keberhasilan kebijakan dapat  dilihat  dari adanya
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penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran, dengan

begitu informasi akan sampai dengan baik kepada seluruh aparatur pengelola

\\\\\ﬂ“lh////

A;\y/

2. Sumber Daya
Sumber dava kebijakan, merupakan kebutuhan yang mutlak harus
dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang
sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Sumber daya dalam

penelitian ini adalah input yang digunakan agar program terlaksana dengan baik




vaitu berupa sumberdaya manusia. anggara, dan waktu serta fasilitas yang

meliputi sarana prasarana. Sumberdaya yang dinilai sudah mencukupi dalam

imlementasi program adalah sumberdayz

enediktus Leuobi, S.Sos

AArimy - &t

: r il i
SDM yang ‘mr!{apasnas dtb:dang T dan Juga sarana
prasarana yang memadai. (Hasil wawancara pada 22
Maret 2021)".

Pengembangan sumber daya kebijakan di Bapenda Kabupaten Lembata
diarahkan kepada pembentukan birokrasi bermartabat. birokrasi pemerintahan
yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Selain melakukan kebijakan yang

sifatnva normatif, untuk meningkatkan kualitas SDM aparawr dan untuk
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menumbuhkan sikap entreprencur serta kc‘:-mpe_tisi vang sehat diantara aparatur.

Selain itu juga ditawarkan pola tender jabatan (job tender) kepada aparatur vang

sumber daya ap
R A \\\\\“!Ih[/
Pajak P © \w ki ,&'///

\ "? :s‘ /// '," o
S e® <
45.“"§ ‘%{l =
R m— "Vu
/ ‘
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dapat menentukan keberhasilannya dalam menciptakan efisiensi kerja. Sumber-
sumber kebijakan tersebut antara lain sumber daya manusia. sumber daya

finansial atau modal dan sumber daya waktu, dan wewenang. untuk lebih jelas

mengenai sumber-sumber kebijakan tersebut dapat di lihat sebagai berikut:
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a. Sumber Daya Manusia (SDM) atau Aparatur Dalam Implementasi
Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah
(Simpatda) Pada Badan Pendap
Lembata,

Sumber dava m

tan Daerah (Bapenda) Kabupaten

Jumlah 29 Orang

Dari data tersebut ditemukan bahwa mayoritas petugas Bapenda
Kabupaten Lembata memiliki tingkat pendidikan sarjana (S1) sebanyak 10 orang,
sebanyak 14 orang memiliki tingkat pendidikan SLTA, dan sebanyak 5 orang

memiliki tingkat pendidikan SMK.
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Oleh karena itu, faktor sumber daya manusia ini mendapatkan

perhatian yang besar.

2
.AQ% “\FXKAS S <
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 wawancara
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Pengembangan ¢ — Government.
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Sumber dava manusia dalam implementasi kebijakan Simpatda di

Bapenda Kabupaten lLembata sudah bisa dikatakan hampir memenuhi

standar, Hal ini dibuktikan dengan diadakannya pendidikan ikatan Dinas

secara berkesinambungan bagi aparatur Bapenda Kabupaten Lembata

untuk mengikuti kuliah dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh
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tingkat Kabupaten/Kota, pusatatau provinsi.

Berdasarkan hasil penelitian. Sumber dava manusia vang ada di

Bapenda Kabupaten Lembata. dap@t dikatakan memadai, karena dalam
pelaksanaan kebijakan Sim; ..-.-./

(xS MUHg,,
*\»Qx P\KASES',q o
‘\‘\\\\\1 i 'i,////

prosedur vang tels

kebijakan
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)
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fen L.embat;

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, apapun itu kegiatannya diperlukan
suatu rencana kegiatan vang baik agar didapatkan hasil pelaksanaan vang
tepat waktu, efisien. dan efektif dan tidak terjadi fluktuasi kebutuhan sumber
daya manusia yang berlebihan. Anggaran dikaitkan dengan fungsi-fungsi

dasar manajemen vang meliputi fungsi perencanaan. koordinasi dan

pengawasan. Jadi bila anggaran dihubungkan fungsi dasar manajemen maka
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anggaran meliputi fungsi perencanaan, mengarahkan, mengorganisasi dan

mengawasi setiap satuan dan bidang-bidang organisasional didalam badan

usaha.

Pelaksanaan kebijake enda Kabupaten Lembata

o

L | ‘VA A § b e r.‘ .,
de

/1 u\‘\\\\
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Anggaran (DI
ada di Bapenda Kabupaten Lembata. Dalam DIPA dapat diketahui anggaran
vang harus diprioritaskan dan dibutuhkan oleh Kantor Bapenda Kabupaten
Lembata. Adanya DIPA menjadikan Kantor Bapenda Kabupaten Lembata

melakukan tertib administrasi pengelolaan sumber dayva anggaran.

Sumber daya anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Bapenda




Kabupaten Lembata, pelaksanaannya sebagai berikut: 1) sumber daya

anggaran gaji, honorarium dan tunjangan, merupakan anggaran bulanan

N\
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Anggaran untuk penyelenggaraan perpustakaan. kearsipan dan
dokumentasi, contohnya: pembelian buku, lemari buku dan rak arsip.
Anggaran untuk merenovasi ruang pelayanan dan loket. contohnya:
merenovasi kursi tunggu bagi masyarakat yang melakukan pelayanan dan

mengganti kaca loket. dan anggaran rutin untuk pemeliharan sistem kompuer
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dan perawatan peralatan kantor, contohnya: melakukan penginstalan, Tujuan

Bapenda Kabupaten Lembata mengeluarkan anggaran operasional

perkantoran untuk kelangsungan f: ur Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lembata. 3) § mbinaan pengelolaan tata

'\\ l_'b, A
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komunikasi lainnva. Modal sangat diperlukan untuk mensukseskan
implementasi Simpatda. karena dalam pelaksanaannya banyak sekali
memerlukan modal atau dana. Anggaran tersebut selain digunakan untuk

keperluan yang telah dijelaskan di atas, anggaran juga digunakan untuk

pengadaan sarana-prasarana. jaringan komputer, pengadaan  jaringan
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komunikasi berbasis data base dan tentunya pengadaan jaringan internet.

Pengadaan sarana-prasarana, dan pengadaan jaringan komunikasi

lainnya, ditunjang dengan adan /ﬂ anggaran, dimana untuk
oY 2

mensukseskan impie_rn anajemen Pendapatan
11 e LRt ] y

hasil. akan tetapi bukan hanya waktu saja yang

diperlukan melainkan manusia dan  modal  jugu
penting. Oleh karena it Kketiga faktor ini sangat
mendukung keberhasilan Simpaitda apabila  dapat
dipenuhi. (Hasil wawancara 23 Maret 2021)".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut. wakiu merupakan suatu

penentuan agar kebijakan yang telah ada dapat dilaksanakan sesuai dengan
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waktu yang ditentukan. Dalam menentukan wakiu untuk pencapaian

keberhasilan pelaksanaan Simpatda tidak bisa ditentukan dengan cepat

karena tidak hanya waktu saja y lukan melainkan hal -hal lain yang

‘dapat mendorong keberhasi

A

. Penvempurnaan prosedur penetapan pajak
7. Penyempurnaan mekanisme penagihan pajak dan retribusi dacrah
8. Peningkatan penegakan hukum pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, Sumber daya waktu sangat diperlukan
dalam keberhasilan kebijakan. karena dengan adanya waktu dapat ditentukan

kapan kebijakan ini akan dilaksanakan.
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¢. Sumber Dayva Informasi dan Kewenangan di Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata dalam Proses Implementasi
Kebijakan Sistem Informasi 4 Manjemen Pendapatan Daerah
(Simpatda).
Sumber Daya lni' & impatda pada Bapenda

Kabuapten Lembata di & cngan mengelola data

ng pendapatan
daerah dalam mewujudkan efisiensi dan efekiifitas peningkatan PAD.
Sumber dava informasi pendaftaran wajib pajak disampaikan kepada
masvarakal secara: |) akurat, bahwa aparatur Bapenda Kabupaten Lembata
dalam menyampaikan informasi pendaftaran wajib pajak benar mengenai

svarat -syarat pendaftaran. biaya pendaftaran dan hasilnya sesuai dengan
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peraturan yang berlaku, 2) tepat waktu, bahwa aparatur Bapenda Kabupaten

Lembata memberikan informasi waktu mengenai selesainya proses

~

~ \")~~\\‘
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dalam implementasinva diberikan tugas. sebagai berikut: 1) Membangun
kepercayaan masyarakat pada Bapenda Kabupaten Lembata. 2)
Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah yang di anggarkan dalam
realisasi PAD. 3) Memastikan penguatan pajak. 4) Menangani masalah KKN

serta meningkatkan partisipasi masyarakat taat pajak. 5) Membangun data




base pengelolaan pendapatan daerah bersekala besar,

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dapat dilihat melalui pemahaman
ehijakan, jika pelaksanaan

Sejalun dengan hasil wawancara pada informan sebelumnya, Anastasia F.

Atawolo, SE selaku Kepala Bidang PBB P2 da BPHTB mengatakan bahwa:

“Pemahaman tentang maksud dari standar dan tujuan
kebijakan adalah penting. karena dengan pemahaman
vang tinggi suatu implementasi kebijakan yvang berhasil
dapat jadi gagal ketika para pelaksana (staf/aparatur)
tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan
kebijakan. Sebaliknya. jika para pelaksana (staf/aparatur)
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menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan di
antara  mereka yang bertanggung jawab  untuk
melaksanakan kebijakan tersebut merupakan suatu
potensi yang besar terhadap‘Keberhasilan implementasi
kebijakan tersebut. (Ha ara Pada 23 Maret
2021y

L
,,,,,

 LILTEY]

Kepala Bapenda H.ahupalen Lembata dalam 5enap rapat
koordinasi. (Hasil wawancara pada 22 Maret 2021)".

Oleh karena itu, dapat dikatan bahwa norma-norma akan menentukan apa
yang holeh dan tidak boleh dilakukan oleh aparatur Bapenda Kabuten Lembata.
Norma menentukan batas-batas normatif  perilaku  anggota organisasai.

menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan. menentukan
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gaya manajerial vang dapat diterima oleh aparatur, menentukan cara-cara kerja

yang tepat di Bapenda Kabupaten Lembata.

Simpatda. Norma-norma ini diharapkan akan menjadi budaya birokrasi vang
mampu menetapkan tapal batas untuk membedakan dengan birokrasi lain. mampu
membentuk identitas organisasi dan identitas kepribadian aparatur Bapenda
Kabupaten Lembata, mampu mempermudah terciptanya komitmen organisasi

dari pada komitmen yang bersifat kepentingan individu, mampu meningkatkan




T

kemantapan keterikatan sistem sosial dan mampu berfungsi sebagai mekanisme

standar pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, guna menunjang kinerja

vang berhubungan dengan pcndap?a daerah sehingga dapat tertata

dengan rapih sampai sejauh

\\\u‘hhh

\\\‘ o

thungan antara
individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan
diri terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi kerja, adanya kerelaan untuk
menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh  demi  kepentingan
organisasi kerja serta mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi

bagian dari organisasi kerja. Dalam hal ini individu mengidentifikasikan
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dirinya pada suatu mganis‘asi tertentu tempat individu bekerja dan berharap

untuk menjadi anggota organisasi kerja guna turut merealisasikan tujuan-

twjuan organisasi kerja.

Komitmen yang dip€gar an Pendapatan Daerah dalam

Menteri Penday: \ ‘

Pend / » ® AKA
S

L \'\\\“ ll:[/ /

,,;\y/

kﬂbljﬂkal'l Simpatda sesuai dengan landasan hukum
vang ada, walaupun dalam pelaksanaannya masih
menemukan  adanya  kendala dalam  mencapai
keberhasilan pelaksanaan Simpatda seperti  belum
terintegrasinyva secara keseluruhan untuk setiap bidang.
(Hasil wawancara pada 24 Maret 2021)".

Sejalan dengan hasil wawancara di atas. bahwa komitmen yang

dijalankan oleh Bapenda Kabupaten Lembata dalam melaksanakan
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kebijakan Simpatda adalah berdasarkan petunjuk  teknis  prosedur

pelaksanaan Sistem Otomatisasi Perkantoran. Yang di dalamnya terdapat

W
W
v 200

>

mengelola pendapatan daerah Kabupaten Lembata dalam pelaksanaan

kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah  selalu
berkomitmen dalam menjalankan apa vang menjadi tugasnya. sesuai dengan

nilai-nilai dan tujuan yang telah ditetapkan.
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b. Keterbukaan dan kejujuran Aparatur Pelaksana Kebijakan Sistem
Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) Pada Badan
Pendapatan Dacrah (Bapenda) Ks

-------

vang telah ditetapkan. hal tersebut terlihat melalui sikap keterbukaan dalam
penyampaian/penyerahan informasi pendapatan daerah Kabupaten Lembata,
Sikap keterbukaan atau jujur tersebut dapat memberikan dampak baik yang
dirasakan oleh pelaksana kebijakan, dalam hal ini Bapenda Kabupaten

Lembata, sehingga sikap keterbukaan yang dilakukan Bapenda Kabupaten
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Lembata telah sesuai dengan tujuan vang telah ditetapkan.

Sikap keterbukaan sebagai pelaksana kebijakan vang dimiliki oleh

Bapenda Kabupaten Lembata m / _]ud nyata Pemerintah dalam

kinerjanya melalui kebij ernment.  bersikap  jujur

Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda).
Tingkat pendidikan yang tinggi mempengaruhi para pelaksana

Simpatda yang ada pada Bapenda Kabupaten Lembata. karena semakin
tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin tinggi pengetahuannya sehingga

akan menciptakan badan pelaksana yang berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Benediktus Leuobi. S.Sos selaku
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Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata mengatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten
Lembata adalah dengan memberikan pendidikan
kepada operator Simpatda untuk mendapatkan beasiswa
:mkolah fagi ke jenic . lebih tinggi. Upava

} menyelenggarakan

\\\\ﬁlih////

I
r

melalui pelaksanaan kebijakan Simpatda sehingga akselerasi pengelolaan
pendapatan daerah yang efektif dan efisian sehingga dapat membantu

merealisasikan PAD yang telah ditargetkan.
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d. Norma-norma dan Sifat Demokratis Pada Badan Pendapatan
Daerah (Simpatda) Dalam Implementasi Kebijakan Sistem
Informasi Pendapatan Daerah (Simpatda).

-----

Bapenda Kabupaten [Lembat:

“Norma atau aturan tersebut berasal dari peraturan yang
berlaku di Bapenda Kabupaten Lembata. sudah pasti
sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Pegawai
Negeri Sipil Daerah. Berdasarkan aturan tersebut
mereka melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana
kebijakan,  sehingga  aturan  tersebut  dapat
mempengaruhi  sikap pelaksana kebijakan. (Hasil
wawancara pada 22 Maret 2021)™.
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Dari hal tersebut, pengaruh dari adanya norma atau aturan tersebut

aparatur lebih disiplin dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sesuai

A

..n tersebut  dilakukan agar
pada  kenyataannya

dengan prosedur vang telah dj
keberhasilan  Simpatda g

sil secara maksimal

\»\\\rr::--w "

keinginan pribadinya melainkan menjalankan tgas guna kepentingan

pemerintah dan negara.
Norma-norma  yang berlaku tidak hanya berasal dari peraturan-
peraturan vang bersifat lebih tinggi kedudukan hukumnya. melainkan ada

juga norma- morma yang berasal dari Bapenda Kabupaten Lembata juga
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wajib di perhatikan oleh pelaksana kebijakan. Norma-norma tersebut

merupakan kedisiplinan dalam bekerja. saling menghormati antara pelaksana

kebijakan dan tentunya tetap kefSiSten dalam pelaksanaan kebijakan

Simpatda. Nﬂffﬂﬂ-ﬂﬂrm kendala bagi Bapenda

tetap jujur dalam

e i
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yang efektif ¢

Sifat demokre liki Bap bahwa mereka
menerima masukan atau aspirasi dari pihak lain dalam hal ini aparatur
Bapenda sebagai pengguna Simpatda, apabila dalam melaksanakan tugasnya
tidak sesuai dengan komitmen yang sudah ditetapkan. Selain it juga
masing-masing aparatur sebagi pelaksanakebijakan aplikasi ini dapat

memberikan kritik kepada operator Simpatda. apabila kebijakan yang
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mereka terapkan tidak memberikan perubahan, vang berarti dalam hal

menciptakan akselerasi pengelolaan pendapatan daerah.

r‘\P‘KAS

\ni! n////

ll//

dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga, untuk menjalankan tugas-tugas agar
lehih teratur, Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi. dikelompokkan
dan dikoordinasikan secara formal, menjelaskan pula bagaimana kedudukan, tugas.
dan fungsi dialokasikan dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang

signifikan terhadap cara setiap individu melaksanakan tugas dan pekerjaannya dalam
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organisasi.

Pada wawancara dengan Benyamin Reha, SP selaku Sekertaris Bapenda

Kabupaten Lembata mengatakan bahwa:

“Mengenai  strukt

dan ﬁmgsmya sesuai dengan k&tﬂap SOP vang berlaku
SOP yang sesuai membuat kinerja para stal lebih efektif
dan efisien. (Hasil wawancara pada 19 Maret 2021)".

Dari hasil wawancara pada informan dapat disimpulkan bahwa struktur
birokrasi yang ada di Bapenda Kabupaten Lembata disusun sesuai Perda yang

berlaku dan para aparatur vang ada di Bapenda Kabupaten Lembata di posisikan

pada kapasitasnya.
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Dalam penelitian ini. terkait indicator struktur birokrasi ada dua sub vang

menjelaskan tentang struktur birokrasi yakni fragmentasi dan SOP. Yang lebih

jelasnya di jelaskan di bawah ini:

a. Fragmentasi Badan it = (Bapenda) Kabupaten

Sistem  Informasi

sl FYE
¥R et

Kabupaten Lembata. Para pelaksana kebijakan dalam menajalankan
tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka.
sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat saling bekerjasama. Mereka

tetap berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya. akan tetapi kompetisi

vang mereka lakukan dengan positif.
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Penyebaran tanggungjawab tersebut terwujud dalam Kinerja pelaksana

kebijakan yaitu antara Bagian Pemprograman dengan Sub Bagian Pajak dan

Retribusi Daerah tentang Aplikasid Simpatda. Mercka bekerjasama dalam

melaksanakan tugaan}: ‘\k a Bagian Pemprograman
i \ 1 dari Simpatda bila

berkewajiban untu .
S MUH4
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wawancara pada 23 Maret 2021)".

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penyebaran tanggungjawab yang
terjadi di dalam lingkungan Bapenda Kabupaten Lembata dalam
menjalankan tugas saling bekerjasama, mereka tetap berkompetisi dalam
melaksanakan tugasnya akan tetapi berkompetisi dengan cara schat dan

positif. Kompetisi tersebut menjadikan mereka lebih bersemangat dalam




menjalankan tugasnya, oleh E_areng_ itu walaupun mereka berkompetisi dalam

melaksanakan tugasnya tetapi pola hubungan mereka sebagai pelaksana

kehijakan tetap terjaga denga dan penuh dengan kerjasama

diantaranya,

h. Standar

ey J’
] My

~ O ‘\\“\M

f‘r hf ‘: erpernin

R —
':.,-’::_——/_—_‘ o;

(S
5 Y&/ '¢"l

......

terdiri dari pernvataan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata. Kedua, rencana kinerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata,

Standar operasi, maksud dari aspek tersebut adalah prosedur
standarisasi vang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Lembata dalam

melaksanakan implementasi  kebijakan Simpatda untuk  menciptakan
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akselerasi dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah yang efektl dan

efisien. Pelaksanaan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata, mempunyai

standar operasi dalam SmPatda- ngan petunjuk praktis mengelola

aksanakan tugasnya

RS MUHAM/}\H

sudah sesugi dengan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Struktur Organisasi dan Prangkat Pemerintahan Daerah,
vang menjadi ketetapannya. Dalam struktur birokrasi
Badan Pendapatan Daerah penempatan staf di tiap-tiap
bagian secara struktur sudah sesuai dengan tugas dan
kemampuan atau sesuai dengan kapasitasnya. (Hasil
wawancara pada 22 Maret 2021)".

Struktur birokrasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata
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sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa aparatur Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata bertugas sesuai  dengan

ketentuannya masing-masing.

melaksanakan tugasnya berpedoman kepada rencana kinerjanya. Rencana
kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata mencakup sasaran.
program dan kegiatan vang dilaksanakan dengan melihat Rencana Strategis
(Renstra). Sasaran dalam Renstra disajikan bersama indikator kinerjanya,

sedangkan program disajikan scbagai strategi yang relevan dengan sasaran
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vang telah ditetapkan.

Kegiatan disajikan dengan mengacu pada program vang relevan,

sehingga kegiatan vang dirumuskag 1 Renstra merupakan rincian vang

e

Dalam komponen kegiatan
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kebijakan Simpatd
4.1. Implementasi £ Manajemen Pendapatan Daerah
di Badan Pndapatan Daerah Kabupaten Lembata

George C. Edward [11 mengemukakan bahwa implementasi merupakan
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Edwards memiliki 4 (empat)

variabel yang merupakan faktor untuk mempengaruhi implementasi kebijakan. yakni
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komunikasi. sumber daya. disposisi. dan struktur birokrasi.

Dalam pengimplementasian suatu kebijakan publik. perlu diperhatikan

Ditinjau dari
dalam menya atk, karena dalam
pelaksanaan Simpatda sangat membantu pekerjaan mereka. terutama dalam hal
komunikasi Simpatda merupakan alat yang dapat mempermudah komunikasi

antara  sub-sub bagian dalam mengelola pendapatan daerah, dimana bila

dibandingkan dengan proses komunikasi sebelum pelaksanaan kebijakan
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Simpatda, vang lebih dikenal dengan nama Mapatda (Manual Pendapatan
Daerah),

Dan dari segi Konsistensi pefiWdmpain informasi data. hasil penelitian

RN

bahwa Konsistensi dalam

., 7
Ré » Yd/ ‘e

P LN

o

hasil penelitian
bahwa Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan. proses penyaluran
informasi tentang implementasi kebijakan Simpatda telah dikatakan cukup baik,
ini dibuktikan dengan banyaknya upaya yang dilakukan oleh pihak pelaksana

kebijakan dalam menyampaikan informasi tentang penerapan Simpatda. karena

dalam pelaksanaan Simpatda sangat membantu pekerjaan mereka. terutama dalam




hal komunikasi Simpatda merupakan alat yang dapat mempermudah komunikasi
antara sub-sub bagian dalam mengelola pendapatan daerah. dimana bila

dibandingkan dengan proses kom sebelum pelaksanaan kebijakan

Simpatda, yang lebih dik
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tersebut antara
lain sumber daya manusia, sumber daya finansial atau modal dan sumber daya

waktu.

Dari hasil penelitian yang ditinjau dari segi sumber daya manusia bahwa
Berdasarkan hasil penelitian, Sumber daya manusia yang ada di Bapenda
Kabupaten Lembata. dapat dikatakan memadai. karena dalam pelaksanaan
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kebijakan Simpatda para aparatur dapat mengusai sesuai dengan prosedur yang

telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kebijakan Simpatda pada

na dapat memberikan

umber dava manusia

anwal

Lembata. [
dibutuhkan
Kantor Bapenda Kabu asi pengelolaan
sumber dava anggaran. Dan sumber daya waktu. sangat diperlukan dalam
keberhasilan kebijakan, karena dengan adanya waktu dapat ditentukan kapan
kebijakan ini akan dilaksanakan,

Sedangkan sumber daya informasi dan kewenangan dari hasi penelitian

bahwa, dikelola dengan baik yaitu dengan mengelola data (input) berupa




pengelotaan pendapatan dengan bantuan komputer berupa darabase serta

mengelola informasi (owtpur) berupa informasi pendapatan vang dituangkan
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V& saja tetapi juga

diri sikap pelaksana tersebut.
Berdasarkan hasil penclitian dari segi komitmen yakni, komitmen dari
para pelaksana implementasi kebijakan Simpatda pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lemabata sudah dapat dikatakan baik, ini dikerenakan aparatur

Badan Pendapatan Daerah selaku Badan yang diberikan kewenangan untuk




mengelola pendapatan daerah Kabupaten Lembata dalam pelaksanaan kebijakan

Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah selalu berkomitmen dalam

menjalankan apa vang menjadi tuga esuai dengan nilai-nilai dan tujuan

/ uj uran aparatur bahwa,

yang telah ditetapkan. Dag
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Dan hasil penelitan vang ditinjau dari segi norma-norma dan sifat
demokratis yakni. Bapenda Kabupaten Lembata dalam pengelolaan pendapatan
daerah telah memberikan hal yang baik kepada melalui pelaksanaan kebijakan
Simpatda dalam menciptakan akselerasi pengelolaan pendapatan daerah yang

efektif dan efisien. Semua kritik dan aspirasi dari aparatur sebagai pengguna




Simpatda tetap akan ditanggapi sebagai masukan untuk lebih menciptakan

akselerasi pengelolaan pendapatan daerah vang efektif dan efisien sehingga

‘\\I 4‘!‘ ‘4(:-’
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keberhasilan

embata. Para

pelaksanaan
pelaksana kebijakan dalam menajalankan tugasnya saling melengkapi dan
mendukung masing-masing dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi
bersifat saling bekerjasama. Mereka tetap berkompetisi dalam melaksanakan

tugasnya, akan tetapi kompetisi yang mereka lakukan dengan positif.
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Sedangkan dari segi SOP bahwa. standar operasi yang ada di Bapenda

Kabupaten Lembata dalam implementasi kebijakan Simpatda sudah dapat

/
/4/{/

el ielE |

kompetensi  aparaturd ge daerah  dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata.
4.2.  Analisis Hubungan Antar Variabel
Tujuan implementasi kebijakan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata
adalah memberi pedoman yang jelas dalam menata organisasi pemerintahan daerah

yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
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Organisasi perangkat daerah yang dibentuk di Kabupaten Lembata, sudah sesuai

dengan ketentuan vang ada di dalam Perda Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2020

terbilang cukup. it A aplikasi pajak daerah
secara online mulai dari pendafiaran, pendataan dan pengawasan.

Variabel disposisi Bapenda Kabupaten Lembata sudah baik bila dilihat sudut
pelaksanaan dan tanggung jawab. Para aparatur kebijakan memiliki sikap setuju dan
mendukung sistem informasi manajemen pendapatan daerah. serta dari segi

pelaksanaan tanggung jawab juga sudah baik, Selain variabel komunikasi. sumber
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daya dan disposisi. Variabel struktur birokrasi juga memiliki pﬁngaruh vang besar
terhadap pelaksanaan Simpatda. Karena di dalam struktur birokrasi ini terdapat

(SOP) yang besar juga. Jika s —,-/ ma‘ka besar juga jumi&h
sumber daya manusia ye / M U anisas
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A, KESIMPULAN

ebelumnya mengenai
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patda sangat

mengolah

dan pengendaalian pemungutan  PAD sehingga
terealisasinva peningkatan PAD Kabupaten Lembata. Terutama dalam
hal komunikasi Simpatda merupakan alat yang dapat mempermudah
komunikasi antara sub-sub bagian dalam mengelola pendapatan daerah.
dimana bila dibandingkan dengan proses komunikasi sebelum

pelaksanaan kebijakan Simpatda, vang lebih dikenal dengan nama
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Manual Pendapatan Daerah (Mapatda). Kejelasan informasi dalam

implementasi kebijakan Simpatda, cukup jelas, dapat dimengerti.
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mendukung keberhasilan dari implementasi kebijakan Simpatda.
terutama dalam melengkapi sarana dan prasarana Kantor Bapenda
Kabupaten Lembata yang mendukung keberhasilan dari implementasi
kebijakan Simpatda., Keriga sumber daya peralatan, Sumber daya

peralatan dalam implementasi kebijakan Simpatda sudah memadai.
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dimana telah tersedianya sarana dan peralatan Simpatda yang

mendukung keberhasilan dari implementasi kebijakan Simpatda pada

bR
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pada Bapenda

Kabupaten Lembata sudah berjalan dan terstruktur dengan baik, dimana
fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab serta pelaksanaan tugas
dalam implementasi kebijakan Simpatda terjadi dan telah sesuai dengan
bagiannya masing-masing sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lembata, Proses Standard
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Operating Prosedure (SOP) merupakan pedoman yang digunakan

aparatur Bapenda Kabupaten lLembata dalam bertindak atau

"\“Q“-\\h

Y o

»\‘
\
i A
&
)

‘= v °® ~

tersebut  dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan
kebijakan Simpatda pada Bapenda Kabupaten Lembata. Seorang pakar
dari World Bank berpendapat bahwa batas minim dari PAD adalah 20%,
bila mana PAD kurang dari 20% maka daerah tersebut akan kehilangan

kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri atau kehilangan status
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otonomnya. untuk itu sebagai rekomendasi pada Bapenda Kabupaten

Lembata selaku badan yang berwenang mengelola pendapatan daerah

pemahaman dan pendalaman terhadap intensitas aparatur yang linggi
harus lebih ditingkatkan lagi agar terbentuk watak atau karakteristik dari
para aparatur vang jujur dan demokratik yang menunjang terlaksananya
keberhasilan dari implementasi kebijakan Simpatda pada Bapenda

Kabupaten Lembata dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan
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daerah guna meningkatkan PAD Kabupaten Lembata.

4. Struktur Birokrasi yang ada pada Bapenda Kabupaten Lembata harus

tanggung jawab sihg. Fragmentasi atau
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Lampiran 1. Data Informan

[ No | Informan/Pangkat/Golongan Jabatan Inisial
1 | Benediktus Leuobi, 8.50s Kepala Bapenda Kabupaten 'BL |
Lembata | |
ZTr:n}'umin RebSP - . = | gﬂiigl';a;mp;;d;ﬁhu paten 'BR |
| Lemhata ‘
3 | Anastasia F. Atawolo, SE | Kepala Bidang Pajal PBB P2 dan | AA
| BPHTB :
4 | Laurensius k. Belawa, SE Kepala Bidang Pengembangan | LB
Pendapatan dan Pengawasan

Lampiran 2. Dokiunentasi Penelitian
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4. Daftar PNS Aparatur Bapenda Kabupaten Lembata
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Lampiran 3. Lembaran Surat Penelitian
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